
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan · Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber Pendapatan Asli Daerah; 

b. bahwa Retribusi Daerah rnerupakan salah satu 
sumber Pendapatan Daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 
Pembangunan Daerah untuk mernantapkan Otonomi 
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NIAS, 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN 
SURATPENANGKAPANIKAN 

TENT ANG 

PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN NIAS 
NOMOR 14 TAHUN 2002 

SERI: C 36 T AHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH 
KABUP A TEN NIAS 
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6 Undang-undung Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 15 Tahun i 984 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEEI (Lembaran 
Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3275); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan 
Perikanan. 

11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang 
Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil 
Perikanan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri 
dibidang Perikanan. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

1. Undarig-undang Nomor 7 DF 
Pembentukan Daerah Otonom 
dalam Iingkungan Daerah Proj.' 
(Lernbaran Negara Tahun 1956 N•.· 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun ~~ 1 tentang ' .. 
Undang-undang Hukum Acara t·mana (Le ., 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Le ~· 
Negara Nornor 3209); ;it 

2,, Undang-undang Nomor 9 Tahon 1985 . 
Perikanan (Lembaran Negara Renublik In . 
Tahun 1985 i~i.>rnor 16, Tambaha« Lernbaran N , 

·"' • 2Q9' r Nomor 3 . 1; '\ 
...,. Undang··undan/ Nomor i 8 Tahun 1997.tentang , 

Da:::rnJi dan Retribu~i Daerah (Lembaran 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Nomor 3693), seba.gaimana telab dirubah .. 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 , 
Perubahan atas Undang-undang Nom~r l~ l 
1997 tentang Pajak Daerah clan Retribusi , 
(Lembaran Negara Tahun 2000 No~or\ 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4048), \ .. 

5. Undang-undang Nomor 22 TahNun 199T9ahTii··.· 
Pemerintahan Daerah (Lembaran egara •.· 
Nornor 60. Tambahan Lembaran Negara :- 
3839t . 1 

'· 

{~ 

c. '·,ti1wa berdasarkan pernmba-r-» seba .: 
._.,·;iaksud pada hurup a dan h ·, «as makaJ 
tw:t,tlapkan Peraturan Daernr · abupaten:: 
tentang Izin Usaha Perikanan lL · ·· rat Pen 
Ikan; 

Mengingat 
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.. am Per t D . . Pasal l 
: Daerah aa:~ Kaaebrah rm yan~ dimaksud dengan : 

. upaten Nias: 
· 1'' ,emenntah Daerah adalah P ' . 

· Kepala D ah adal ~menntah Kabupaten Nias· . ~·. aer ah Bupati Nias· • 
,)nas adalah Dinas Kelautan dan p 'k 

. epala Dinas a.dalah Kepala Di en anan Kabupaten Nias; 
ias· nas Kelautan dan Perikanan K b . " . • a upaten 
enkanan adalah Semua k . 

lfa:n Pemanfaatan sumber da;~r: yang berhubungan dengan Pengelolaan 
· Sumber Daya Dean adalah . . 
)ainnya; semua jems Ikan termasuk Biota Perairan 

2 I · Peraturan Daerah Kab . upaten Nias Nomor "3 T h . 
1998 tentang R ib . - a un 
(Lemb D etn ust Tempat Pendaratan Kapal 
N aran aerah Kabupaten Nias Tahun 1998. 

ornor 15); 
?? p --· eraturan Daerah Kabupaten Nias N 

200Jtentan s . . ornor 4 Tahun 
. g usunan Orgamsas1 dan Tata Ke . 

Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran D rja 
Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11 ). aerah 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

MEMUTuSKAN. KABUPATEN NIAS 

PERA TURAN DERAH KAB RETRIBusr uPATEN NIAS TENTANG 
SVRATPENANG~;f~ PERIKANAN DAN 

BABI 
KETENTUAN lJMUM 

.:~ :, 

:~· 

15. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tcntang .:f. 
·' Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan t 

clan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dilingkungan Pemerintah Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan 
Retribusi Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun Ii 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang .·. 
Retribusi Daerah; i. 

l 

19. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 43 Tahun, 
1999 tentang Sistem clan Prosedur Administrasi Pajak:: 
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; ;. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahuni 
1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawsi 
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadal 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuafi: ·., 
Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten'. ... 
Nias Tahun 1993 Nomor 14 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang 
\ 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 ;1 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nornor ) 
4139); 
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(~ Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah 
~.i I Bendaharawan khusus Penerim da Di K 

i a pa mas elautan dan Perikanan :':' · kabupaten Nias; 
:\ Retribusi adalah Pungutun Daerah sebagai pembay r n ta · 
:;i. be · · · . . a a a u Jasa atau .-.. pem cnan izm tertentu yang khusus disediakan dan ata dibe ik I ,, p · tah D h u I n tan o eh 
~: emenn aera untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukurn: 
iw. Pun~utan. adalah Pemasukan uang bagi Pernerintah Daerah atas Retrib '. 
:i; Has1I Penkanan; usi 

_} Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakuk i·. Pemungutan Retribusi; an 
·'{ Surat Ketetapan Retribusi Daerah , sel~njutnya disingkat SKRD adalah surat 
.1{· keputusan yang me?ent~kan hesamyaJwnlah retribusi yang terhutang; 
1: Surat ~etoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat 
·': yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pemba 
,. peny t R ib · K yaran atau ~i: . e. oran etn usi e Kas Daerah atau tempat Iain yang ditetapkan I 

·l:·:· dihunjuk oleh Kepala Daerah; 
~ Surat ~etetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat 
-~, S~K~ adalah Surat K~putusan yang menentukan besamya jumlah 
,{ Rembus: yang terhutan~, J~mlah Kredit Retribusi, Jumlah kekurangan 

; pem?ay~ran pokok Retnbu~1, besamya sanksi administarsi dan jumlah 
: Retribusi yang masih harus dibayar; 
.· ~urat Ketetapan Retribusi Daerah Kwang Bayar Tambahan selanjutnya 
._dise~ut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambaha 
/atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; n 
. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat 

.. SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah k J bih 
. pembay R trib . '·-- . e e I an . . ~ran e ust xarena jumlsh kredit Retribusi Jebih besar dari 
·Retnbus1 ~ang terh~~ atau tidak seharusnya terhutang; 
}urat Tagihan Retnb~1 Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 

.iwituk melakukan_ tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 
junga atau denda , 

'' ')cmeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
f mengolah data ~ atau k:te~ngan lainnya untuk menguji kepatuhan 
J>emenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan Jain dalam rangka 
~ll)elalcsanakan ketentuan Perundang -undangan dibidang Retnbusi; 

h. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Semua Upaya yang bertujuan a~~ 
Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsungi 
terus menerus; . 

1. Pemanfaatan Sumber Daya lkan adalah kegiatan penangkapan dan a1a11:. 
pembudidayaan; 

J. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk 
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan.' 
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil; f 

k. Penangkapan lkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan' 
di perairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atau c.ara:· · 
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memua( 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannja] 

I. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesar · 
dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau ·'. 
apapun, termasuk kegiatan menyrmpan, mendinginkan ~" 
mengawetkannya; . 

m. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda 
lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan; 1 

- n. Kapa) Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya Yani 
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, tennasuk ~ 
melakukan survey atau eksplorasi dibidang perikanan -j 

o. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangka~ 
ikan· ( , ~ 

p. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melak , , 
pembudidayaan ikan; ·.~ 

q. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikan.a' 
dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan badan h · 
Indonesia; 

r. Izin Usaha Perikanan, Selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis 
harus dimiliki setiap orang atau badan hukum yang melakukan 
perikanan. 

s. Surat Penangkapan ikan, selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang ,, 
dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangks 
ikan di wilayah perikanan Kabupaten Nias; · 

· t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias; 
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Pasal 7 
Setiap orang atau ~dan hukum yang melakukan usaha perikanan dan 
atau penangkapan ikan, diwajibkan untuk memiliki IUP dan SPI dari 
Kepala Daerah. · 
Nelayan dan Petani Dean kecil atau perorangan lainnya yang sifat 
u~ahanya meru~akan m~ta pencaharian untuk memenuhi kebutuhan 
hidupn~a seh~n - han tidak dikenakan kewajiban memiliki izin 
sebaga1mana dimaksud pada ayat ( J). 

BABfV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 6 
etribusi IUP dan SPI termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. 

Pasal 4 
.~ek Retribusi adala? setiap orang atau badan hukurn yang memperoleh jasa 
layanan atas pembenan IUP dan SPI. · 

!'lt Pasal 5 
}jib Retribusi a?~lah subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
,. turan Daerah irn. 

1'1:· 
~· 

~:·· 

fi; BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

1 ). Tarnbak tradisional/alam 
2). Tambak semi intensif 
3). Tambak intensif 
Pembudidayaan Ikan Hias; 
Pembudidayaan biota perairan lainnya; 
Pembudidayaan Ikan di Kolam; 
Pembudidayaan Ikan di Sungai, Rawa, Danau, Waduk; 

g. Pembenihan Ikan di kolarn, danau atau waduk Jebih dari J 0.000 
(sepuluh ribu) ekor; 

h. Penampungan Ikan di Kolam Pemancingan; 
1. Pengolahan (Pengawetan) Ikan. 

(4) 
(5) 

Pasal 3 )' 
Objek Retribusi adalahjasa atas pelayanan pemberian nJP dan SPI. :~·. 
Jenis Usaha Perikanan meliputi Usaha Penangkapan Ikan dan Usaht:, 
Pembudidayaan Ikan. . . ·:~ 
Usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapa! Penkanan 
berukuran dari 0,5 (setengah) sampai dengan 10 (sepuluh ) GT (Gro5r 
Ton) meliputi: . . . . l 
a. Kapa! Perikanan dengan alat tangkap ikan jerus Long Line dan/ata! 

Pancing Rawai Dasar ; :,!: 
b. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ~kan~en!s Pukat Udang; 
c. Kapal Perikanan dengan alat tangkap tkanJe~s Pukat ~an? 
d Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikanjerus Pukat cmcm; 
e. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ~kan~e~s Jaring Insang; 
f. Kapa} Perikanan dengan alat tangkap !kan~en!s ~ubu; 
g, Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jems jermal; 
h. Alat penangkap ikan dengan bagan boat; 
i. Kapal pengangkutan basil perikanan (carier boat); 
Alat penangkapan ikan dengan ~aga~ pancang; 
Usaha Pembudidayaan Dean meliputi : 
a. Pembudidayaan Ikan di Laut; 
b. Pembudidayaan lkan atau Udang di Tambak; 

(1) 
(2) 

(3) 

Pasal 2 ) 
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan ·;1 

dipungut retribusi kepada setiap orang. atau bndan hukum yang mela~ 
usaha perikanan di wilayah Kabupaten Nias. :~, . & 

\i: 

BABII 
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN: 

WAJIB RETRffilJSI 

af. Penvidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tin. .: , 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, y~g selanJ~,. 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan b_uk.11 _ yang den. " 
bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang teq.a 
serta menemukan tersangkanya. · 
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Pasal 13 
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan ikan 
dikenakan Retribusi. 

Pasal 12 
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan 

dikenakan retribusi. 

Rp. 250.000,-/ unit 
Rp, 200.000t/ unit 
Rp. 20.000,·/ GT 
Rp, 25.000,·/ unit. 

Rp. 50.000,­ 
Rp. 100.000,­ 
Rp. 150.000,· 
Rp. 200.000,­ 
Rp. 100.000,­ 
Rp. 200.000,­ 
Rp. 350.000,­ 
Rp. 500.000,­ 
Rp. 60.000,­ 
Rp. 130.000,· 
Rp. 190.000,· 
Rp. 275.000,- 
Rp. 25.000,- I GT 
Rp. 40.000,- 
Rp. 80.000,· 
Rp. 120.000,- 
Rp. 175.000,- 
Rp, 20.000,· 
Rp. 40.000,· 
Rp. 60.000,· 
Rp. 90.000,- 

Alat penangkap ikan dengan jermal 
Alat penangkap ikan dengan bagan boat 

• Kapa! penggangkutan basil perikanan (carrier boat ) 
,3) Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang 

Long Line dan/atau Pancing Rawai Dasar 
sda 
sda 
sda 

Pukat Udang 
sda 
sda 
sda 

Pukat lkan 
sda 
sua 
sda 

Pukat cincin 
Jaring lnsang 

sda 
sda 
sda 

Bubu 
sda 
sda 
sda 

Alat Penangkapan Ikan 

Pasal 10 ·) · 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi IUP dan SPI adalah di~ 
berdasarkan biaya penyediaan jasa pembinaan dan sosialisasi penangkapan .'. ·, 
dan berdasarkan Gross Ton (GT) kapal perikanan yang bermesin serta j .. 

. d 
alat penangkapan ikan. . :~ 

Pasal 11 J:l 

Prinsip penetapan tarif retribusi JUP dan SPI adalah untuk mengganti ~ 
menutup biaya penyelenggaraan pembinaan dan biaya administrasi. .;: 

' 

BABV 
KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 9 . 
Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 1 ( satu ) tahun;"' 
harus dibawa setiap melakukan kegiatan penangkapan ikan. ;~ 

.. , .. , 

(3) 

(:!) 

_.;.;,. 

:~. 0,5·3 GT 
···• 3.5 GT 

· .. 5-7 GT 
.:.7-10 GT 

.0,5-3 GT 
/3.5 GT 

. 5-7 GT 
\ 

·.'7-10 GT 
. 0,5·3 GT 

,3-5 GT 
: .5-7 GT 
. 7-10 GT 

.,'.. 5 • lOGT 
1 0,5-3 GT 

3-5 GT 
5-7 GT 
7-10 GT 
0,5-3 GT 
3-5 GT 
5-7 GT 

. 7-10 GT 

·~· Pasal 8 ··,,_ 
Unruk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, se1i:~r .,~. 
atau Badan Hukwn harus yang mengajukan pennohonan ten»>: L · 
Kepala Daerah. j 
Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin sebagaima.. .• Jim ;· 
pada ayat (1) dengan memberikan pemberitahuan dalam jan::ka ~·'81 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 
diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan fl(!.tl · · 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin dan pen ·· 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Jenis Kapa! 

Struktur dan besamya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut : (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ~ ,,. 
(2) diatur Jebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. .~ 

.(I) 
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. Pasal 20 
· ·.~ hal W~jib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

.•. ?ayar, ~kenakan sa~i administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua 
·,, ) senap bu~an _dan besarnya retribusi yang terutang yang .tidak atau 

1 .' tbayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

BAB IX 
SANK.SI ADMINISTRASI 

Pasal 16 
( 1) Retnbusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain ', 

dipersamakan . 
(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,'. 

Pasal 13 disetor oleh BKP ke Kas Daerah. · 

Pasal 15 
Pemungutan Retnbusi tidak dapat diborongkan. 

BAB VII 
TATACARAPEMUNGUTAN 

3 .. ~ ,; ',; Pasal 19 
:iembaya~ Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda 

bukti pembayaran. 

Pasal 18 
Pembayaran Retribusi h~s dilakukan secara tunai I lunas sekaligus. 
Ke~~la Dae~ ~tau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada 
WaJ1b Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka 
waktu yang tertentu dengan ~Jasa.n yang dapat dipertanggungjawabkan 
T~ta cara pe1:1bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 17 
P~mbayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat Iain yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan 
dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT. . 
Dala": hal pem~yar~n dilak~kan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penenmaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-larnbatnya Ix 
24 Jam. 
~pabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang 
d1te~t~kan ~ebaga.imana dimaksud pada ayat (1), rnaka d.ikenakan sanksi 
adm1ms.tras1 berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan 
rnenerbitkan STRD. ' 

BAB VIII 
TAT A CARA PEMBA Y ARAN 

Pasal 14 
Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias. 

BAB VI 
Wil..AYAHPEMUNGUTAN 

(2) Struktur clan bcsamya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut: ,. . 
a. Usaha pembudidayaan ikan laut .. . .. .. .. .. .. .. ...... Rp. 1.250,-/ ml.; :, 
b. Usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak : ·. . 

1 ). Tambak Tradisional I Alam Rp. 20,- / m1 ·: ~ I) 
2) T L-1. s • • if 3 l • ·( . . amoax emi mtensi Rp. 5,- / m .; }~ 
3). Tambak lntensif Rp. 45,-/m2:: ) 

c. Usaha pembudidayaan ikan Hias ,................. Rp.20.000,- / m1 l }(2) 
d. Usaha pembudidayaan biota perairan luinnye Rp. 1.000,-/ml.: ,~ 
e, Usaha pembudidayaan ikan di Ko lam Rp 100,· I m2 ; ;.: 

f. Usaha pembudidayaan ikan di sungai, ; i·(J) 
rawa. danau dan waduk .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .... Rp. 750,- / m2:\ ,: 

g. Usaha pembeniban ikan di kolam, danau atau 'J \ 
waduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor ........ Rp.15.000,-/tahuli·; ·.{ 

h. Usaha pembudidayaan ikan di Kolam pemancingan Rp.50.000,-/petaf~ !-,'. 
kolam} 1: 

1. Usaha pengolahan ( pengawetan ) ikan .. .. . .. .. .. .. .. Rp.50.000,-/unit ;; :\I) 
J }(2) 

-~; J;;.. 
.'i. f 



Pasal 23 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SK.RD 0-. 
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, ke . 
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan PerundaDt 
undangan Retribusi Daerah. 

(1) 

BAB XII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK.SI 
ADMINISTRASI DAN PE'tvIBA T ALAN 

BAB XIII 
TATA CARA PEN YELESAlAN KEBERA TAN 

Pusal 24 
. ajib Retnbusi dapat rnengajukan pennohonan keberatan atas SKRD 
dan STRD. 

:::Pcrmohonan. Keberatan sebaguimana pada ayat (1) harus disampaikan 
: secara tertuhs kepada Kepalu Daerah paling lama 2 (dua ) bulan sejak 

. r~ tanggal SKRD dan STRD. . 
·.);: Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. 

, .. Permoh.onan keberatan ;ebagaimana dimaksu~ pada ayat (1) dan ayat (2) 
;· harus d1putuska~ oleh Kepala Daerah ~lam jangka waktu paling Jama 6 
> · (cnam ) bulan sejak tanggal keberatan diterima, 

Pasal 22 
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, 
pembebasan Retribusi. 
Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan re : .. 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan kep. ' · 
Kepala Daerah. 

01) 

(2) 

BAB XI 
TATACARAPENGURANGAN,KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

(3) 

(2) 

Wajib Retribusi dapat mengajukan . perrnohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan ken~ikan~ retribusi 
yan~ teru~ng dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wa31b Retnbusi atau bukan karena kesalahannva. 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar. 

:. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (] ), 
; pen~u~anga~ Kete~pan ~nghapusan atau pengurangan sanksi 
'.. admm1~tras1 s~bagatmana dirnaksud pada ayat (2) dan pembatalan 
•. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis 
:· ole? w.3:iib retribusi_ kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh ) 
; . han sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan 
~:: yangjelas clan meyakinkan untuk mendukung permohonannya . 

... (' ~eputusan atas perrnohonan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 4) 
. dikeluarkan ol~h ~epala Daerah paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat 
:· permohonan diterirna. 
! Apabila setelah lewat ~ (tiga ) bula~ sebagairnana dimaksud pada ayat (5 

:. ) . Kepala ~aerah tidak membenkan keputusan, maka pennohonan 
'.:dimaksud dianggap dikabulkan. 

( 

Pasal 21 T 
Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejenis se ' .. 
awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tuj ; 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. r"­ 
Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran I Pering · 
Surat Jain yang sejenis, Wajib Retibusi harus melunasi Retribusinya :· 

" 
terutang. 
Surat Teguran I Peringatan I Surat lain yang sejems 
dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

(1) 

15 

BABX 
TATA CARA PENAGIHAN 
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BAB XVII 
KETENTUAN LARANGAN 

S . Pasal 30 
enap orang clan atau badan bukum dilaran tanJ>:i m~mbayar retribusi kepada Dae~h g melakukan Usaha Perikanan 

B.agi setiap orang atau badan hukum . didaJam Wilayah Kabupaten Nias drng te!ah memperoleh llJP clan SPI 
a. Melakukan , 1 arang . . pendaratkan basil tangkapan di I . Nias bagi kapal perikanan be uar Wilayah Kabupaten . nnotor berukuran kurang 10 GT. 

BAB XVI 
TATACARAPENGHAPUSANPilITANG 

RETRIBUSI y ANG KADALUW ARSA 

. Pasal 29 
Piutang Retribusi yang tidak mungkin dita . . melakukan penagihan sud.ah k d I gih lagi karena hak untuk . 
Ke l D a a uwarsa dapat dihapus 

pa a aerah menetapkan Keputusan Pen . . 
yang sud.ah kadaluwarsa sebagaimana d. maks ghad pusan piutang retribusi 

1 u pada ayat (1). 

· p . Pasal 28 
, 1 enagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah .. 
; (se~~luh) t~hun. terhitung sejak saat terutan m~lam~ut J~ngka \~a~1u 10 
; WaJtb Retribusi melakukan tindak idan d~~a Retribusi, kecuali apabila 

K da) 
pt a 1 bidang R trib · 

4'. a uwarsa penagihan Retrib . b . . e us1. ;., tertangguh apabila: usi se agaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

a. Diterbitkannya s T . ' . urat eguran dan Surat Paksa: 
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari . ' a~u . . maupun tidak langsung. Wajib Retribusi, baik langsung 

BAB XV 
KADALUW ARSA 

(2) 

Pasal 27 
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 dilakukan 
rnenerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. ·.ij 

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dit ' 
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembaya i 

(1) 

I I\ 
\ ~ ; 

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa ·, 
dilal-.'1lkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal '.!5, dite 
SK.RDLB paling larnhat 2 (dua) bulan sejak diterirnanya permo 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. , 
Kelebihan. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada a, . 
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling iambat 2 (due) bulan1· 

diterbitkannya SKRDLB. .~ i 
Pongembalian kelebihan pembayaran Retribusi d ila kukan seielah 1 ·• 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah mem ., 
imbalan bunga 2% ( dua persen) sebulan atas keterlarnbatan pemb. 
kelebihan Retribusi. 

(1) 

Pasal 26 

(3) 

Pasal 25 
Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara rertulis \ 
Kepala Daerah untuk perhitungan pcngcmbalian kelebihan pem · 
Retribusi. ., 
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1' 
kelebinan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan 'f'1 
dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupl 
oleh Kepala Daerah. . 
Atas perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berha~ 
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pemb 

Retribusi selanjutnya. 

(2) 

BAB XlV 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALlAN 

KELEBIHAN PEMBA YARA N RETRIBUSI 

(1) 
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Pasal 35 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi, IUP dan SPI sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.; 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenan tindak pidana dibidang Retribusi, IUP dan SPI 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Jebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengwnpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi IUP dan SPI ; 
merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi IUP dan SPI; 

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dolrumen lain 
yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi illP dan SPI; 
melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
pcnyidikan tindak pidana dibidang retribusi IUP dan SPI ; 

g. menyuruh berhenti dan I atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saa1 pemeriksaan sedang berlangsung dan 
mcmeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada buruf e ; 

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
TUP dan SPI; 

1. mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. mcnghentikan penyidikan; 

BAB XIX 
PENYIDiKAN 

Pasal 34 . 
Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melanggar ~etc .. 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah mi, dike . , 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal ~ 
Undang-undang Nornor 9 Tahun 1985. · 

Pasal 33 ·,, 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelanggaran. ': 

I. 

Pasal 32 
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagairnana dirnaksud dalam ~ 
diancam pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda s 
tingginya Rp. S.000.000,- ( limajuta rupiah ); 

(2) 

Pasal 31 
Apabila Wajib Retribusi tidak ~~me.nuhi kewajibann~a seba · .. : 
diatur dalam Peraturan Daerah mi, diancam dengan pidana kurunst; 
selama-lamanva 6 (enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (emJII 

J ;_. 

kali retribusi terutang. ,, 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelan~· 

• .,,,1. 

(1) 

b. Melakukan kegiatan penangkapan ikan clan atau pembudidayaan 
dengan menggunakan bahan dan/~tau alat yang dapat mernbaha, 
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 

c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan ke 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. 

BAB )..'VIII 
KETENTUAN PIDANA 
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ARAN DAERAH KABUP A TEN NIAS T AHUN 2002 NOMOR 36 

Pasal 39 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
mengenai pelaksanaannya, diatur Iebih lanjut dengan 
Daerah. 

Ii 

.~UDUZISOCHJ TELAUMBANLIA. 
~j 

E'\ARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 

Y~·dO 

BINAHATI B. BAEHA 

Oto 

BUPATI NIAS, 

Disahkan di Gunungsitoli, 
pada tanggal 26 J u Ii 2002 

Fasal 40 
. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

. ,'' iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
)·ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias. 

BABXXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 
Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator 
retnbusi Daerah. 

Pasal 37 . . . ,. .. ~ 
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah mi dilakukan oleh Kepala Diiij 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias. 

Pasal 36 
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan , 
Perikanan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi I Unit Kerja te '.. 
dilingkungan Pemerintah Daerah. 

k, rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyf . 
tindak pidana dibidang retribusi JUP dan SPI rnenunrt hul..1m1· 
bertanggung jawab; :· 

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi ~ · 
dimulainya penyidikan dan n1enyampai~ hasil penyidi~nnya k ', 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pohsi Negara Republik Indo • 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang H ·., 
Acara Pidana yang berlaku ·~ 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(3) 

)ndangkan di Gunungsitoli 
tanggal 20 September 2002 
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.claksanaan pengelolaan surnber daya ik . . . 
gendalian pemanfaatan, pembinuan pote:~ d:l~~tl !giatan-kegiatan 

. dan lingkungannya, dan pengnturan berbagai kegiaran I ~urnberdaya 
. gswig berkaitan atau sekumng·kurangnya da t am~ya yang 

sumber daya ikan dan lingkungannva. pa mempengaruh1 keadaan 
.. . 

.. Huruf a sampai dengan huruf f 
. Cukup jelas. 

J,:.Huruf . . g 
• Yan~ dimaksud dengan jenis ikan termasuk bi , . 
_:)). Pisces (ikan bersirip ); iota penman lamnya adalah : 
··2). Crustacea (udang rajung k .. 

. :13) M II , . an, epiting dan sebangsanya)· . o usca (kerang, tlram, cumu-cumi . . , 
:~4). Coe!eanterata (ubur-ubur dan sebang;:.~ siput dan sebangsanya); 

-'.~). Echinodermata (tripang bulu b bi dan ~ 
,6). Amp!1!bia (kodok dan s~bangsa~y~); se gsanya); 
;i)). !epttlta ~uaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan b 
- . ammaha (paus, lumba-lumba d se angsanya); 

. \9). Algae (rumput laut clan tumbuh-:~~~h:~¥ dan seb~gsanya); 
am yang h1dupnya didalam 

·:1.0). Biota perairan lainnya yang ada kaitann)'a dengan . . , . 
· Jerus-.1erus tersebut , 

~uanya termasuk bagian-bagiannya. 
~· 

:Selanjutnya berdasarkan Undang -undan Norn 
fcrubah~ atas Undang-undang Nomor 1 / Ta or 34 Tahun 20?0 tentang 

Retnbusi ~aerah, kepada Daerah Kabu ~:1 1997 ten~g ~aJak Daerah 
. . m_enggal1 potensi sumber-sumber keua/ annn, I Kota d1benkan peluang 
. busi, sepanjang memenuhi krit . g ya dengan menetapkan1·enis · , ena yang telah di k ngan asprras: masyarakat tetap ran dan sesuai 

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpaj_ 
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan 
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak clan lain-lain, harus dite ,: 
dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah ,. 
berdasarkan pada undang-undang. j; 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 t 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
clan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Pe 
Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan m 
sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. · 
Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten!f 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999· t . 1 

Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, An ·· 
Pendapatan clan Belanja Daerah bersurnber dari Pendapatan Asli Daerah ., 
penerimaan berupa Dana Perimbangan yang berswnber dari An , ·· 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara ·, · 
berupa Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, diharapkan menjad.i salah ... :, 
surnber pernbiayaan penyelenggaraan pemerintah clan pembangunan ' 
Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan me 
rumah tangganya sendiri. 

UMUM 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN 
SURAT PENANGKAP AN IKAN 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 14 TAHUN 2002 
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Pasal 8 
Huruf a 

Cukupjelas 
Pasal 9 

Cukupjelas 
Pasal 10 

Cukupjelas 
Pasal 11 

Cukupjelas 
Pasal 12 

Cukupjelas 
Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasa1 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Ayat2 
Pengecualian dari kewajiban rnemperoleh izin usaha ini dikhususkar( 
para nelayan, petani ikan kecil, clan perorangan lainnya yang us . 
lebih rnerupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan . 
sehari-hari. Walaupun demikian, untuk kepentingan pengumpulan[ 
yang diperlukan dalam rangka pembinaan usaha perikanan ,t 
pengelolaan sumber daya ikan pada umumnya, terhadap usaha d 
skala inipun diperlukan adanya pencatatan. 

jeJas 

Huruf i sampai dengan huruf af 
Cukup jelas. 
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AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR.Ji. 

31 
Pasal 30 

Huruf a 
Kewenangan Kabupaten/Kota hanya dapat mengeluarkan Ijin 

Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan untuk kapal perikanan be 
kurang dari 10 GT. 
Huruf b 

Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listnk dan I · 
tidak saja mematikan ikan tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan~: 
lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila ~ 
kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat dimaksud, ~ 
pengembalian kedalam keadaan seperti semula akan membunihkan ~: 
yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan , · 
karenanya, penggunaan bahan dan/atau alat tersebut harus dilarang. / 
Huruf c 

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya . , 
dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ' 
perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau : 
berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi : 
memanfaatkannya. ~ 

Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan . - 
sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu .. · 
perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau ~ 
hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rµpa 
keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan, .. 

Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya .' ·· 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen .i 
kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lin · .. 
sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang meny ,, 
lingkun~ sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat ~, 
lagi sesuai dengan peruntukannya. ., 

Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu ' · 
lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang . 
mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak 
kurang berfungsi sebagai tempat hid up, mencari makan, berkembang ·. · 
atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami ' 
sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.:; 


